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IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM  

AKTA NOTARIS 

 

Oleh: 

Yunita Firda Risdawati1, Mirza Satria Buana2 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 101 Halaman 

 

RINGKASAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontradiksi normatif dalam Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Di satu sisi, Pasal 43 ayat (1) 

mewajibkan akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia secara imperatif, namun di sisi 

lain Pasal 43 ayat (3) memperbolehkan akta dibuat dalam bahasa asing jika para pihak 

menghendaki. Kontradiksi ini diperparah oleh ketiadaan sanksi eksplisit dalam Pasal 

43 UUJN-P yang menciptakan kondisi obligation without sanctions (kewajiban tanpa 

sanksi). Konflik norma juga terjadi antara Pasal 43 ayat (5) UUJN-P yang bersifat 

imperatif (bahasa Indonesia sebagai acuan mutlak) dengan Pasal 26 ayat (5) Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang bersifat fakultatif (para pihak bebas menyepakati 

bahasa acuan). Inkonsistensi putusan pengadilan semakin memperkuat ketidakpastian 

hukum yang ditimbulkan oleh konflik norma dan kekosongan sanksi tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis implikasi hukum penggunaan bahasa 

asing terhadap kekuatan pembuktian akta notaris, dan (2) menganalisis perlindungan 

hukum bagi para pihak apabila terjadi perbedaan penafsiran antara akta berbahasa 

Indonesia dengan terjemahan bahasa asingnya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe doctrinal 

research dan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui 

studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch 

serta teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai pisau analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta bilingual bergantung 

pada tiga prasyarat kumulatif: kehadiran versi bahasa Indonesia, keterlibatan 

penerjemah tersumpah, dan pencantuman klausula bahasa. Jika terpenuhi, akta tetap 

otentik; jika tidak, terjadi degradasi berjenjang menjadi akta di bawah tangan hingga 

batal demi hukum. Selain itu, perlindungan preventif dan represif yang tersedia tidak 

berjalan efektif karena konflik norma dengan Perpres No. 63/2019 yang 

menciptakan dual-track legal uncertainty serta ketiadaan status hukum yang jelas bagi 
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terjemahan akta bilingual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa harmonisasi 

regulasi, perlindungan hukum bagi para pihak tidak akan pernah optimal. Oleh karena 

itu, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi eksternal (revisi Pasal 26 ayat 5 

Perpres No. 63/2019), harmonisasi internal (amandemen Pasal 84 dan 85 UUJN-P), 

serta penguatan peran Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan proaktif terhadap 

kepatuhan notaris terhadap ketentuan bahasa. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci:  Akta Notaris, Bahasa Asing, Implikasi Hukum, Kekuatan Pembuktian,  

Perlindungan Hukum, Harmonisasi Regulasi. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontradiksi normatif dalam Pasal 43 UUJN-P 

yang mewajibkan bahasa Indonesia (ayat 1) namun memperbolehkan bahasa asing 

(ayat 3), ketiadaan sanksi eksplisit (obligation without sanctions), serta konflik norma 

dengan Pasal 26 ayat (5) Perpres No. 63/2019. Rumusan masalah: (1) Bagaimana 

implikasi hukum penggunaan bahasa asing terhadap kekuatan pembuktian akta notaris? 

(2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi perbedaan 

penafsiran antara akta berbahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa asingnya? Jenis 

penelitian ini adalah hukum normatif dengan tipe doctrinal research dan sifat 

preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual. 

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teori 

kepastian hukum Radbruch serta teori perlindungan hukum Hadjon sebagai pisau 

analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta bilingual 

bergantung pada tiga prasyarat kumulatif: kehadiran versi bahasa Indonesia, 

keterlibatan penerjemah tersumpah, dan pencantuman klausula bahasa. Jika terpenuhi, 

akta tetap otentik; jika tidak, terjadi degradasi berjenjang menjadi akta di bawah tangan 

hingga batal demi hukum. Perlindungan preventif dan represif tidak berjalan efektif 

karena konflik norma menciptakan dual-track legal uncertainty dan ketiadaan status 

hukum terjemahan menciptakan protection vacuum. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa tanpa harmonisasi regulasi, perlindungan hukum tidak akan optimal. 

Direkomendasikan harmonisasi eksternal (revisi Pasal 26 ayat 5 Perpres No. 63/2019), 

harmonisasi internal (amandemen Pasal 84-85 UUJN-P), serta penguatan peran Majelis 

Pengawas Notaris. 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 

“life is emotionally abusive and it’s fine to fake it ‘til you make it,  

‘til you do, ‘til it’s true.” 

(Taylor Swift – Snow On The Beach) 
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